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SALINAN  
  

  

  

  

  

  

                                  GUBERNUR SULAWESI BARAT 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

NOMOR  41  TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012-2016 
 

         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) terjadi perubahan capaian 
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah pencapaian sasaran 
akhir pembangunan jangka menengah, penetapan 
perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

  b.  bahwa dalam rangka mempertegas sinkronisasi dan 
sinergitas program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Lampiran 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2012-2016; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2012-2016; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);   

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

  9.  PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
517); 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah 
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Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 39); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5); 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor1 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 
Nomor 1, Tambahan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH TAHUN 2012-2016. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 66), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernurdan 
Wakil Gubernur Terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program 
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan 
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

(2) (dihapus). 

(3) RPJMD berfungsi sebagai: 
a. pedoman  penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD;   
b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) 

tahun; 
c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

dan  
d. menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; 
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2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat. 

 
 
 
       
  

                                                                         
 
 
 
 

                                                                        
 
 

                                                                 
 
 

 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 41 
 
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal 17 Desember 2015 
 

      SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

                     ttd 
 

 

      H. ISMAIL ZAINUDDIN 

Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal 17 Desember 2015  
  

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

                      ttd 

    H. ANWAR ADNAN SALEH 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya   

Mamuju, tanggal    
 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si 

Pangkat : Pembina Utama Madya 

NIP  : 19560303 198703 1 007 


